
BUPATI PAMEKASAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PAMEKASAN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, diperlukan pengaturan 
secara komprehensif dan mengikat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Dana Desa; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 



5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6041); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 tentang 
Pengelolaan Dana Desa; 

9. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indek Desa 
Membangun; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 
10); 

11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Betita Daerah Kabu paten 
Pamekasan Tahun 2018 Nomor 48); 

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata 
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
DANADESA. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan. 
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan. 
3. Dinas dalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Parnekasan. 
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan. 
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 



8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupatendan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

10. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK 
adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis 
yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana 
fisik secara relatif antarDaerah. 

11. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG 
Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi. 

12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya 
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum 
Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara 
Umum Negara. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut 
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN 
adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum 
Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan 
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 

1 7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupatiuntuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. 

18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan. 



BABI 
PENYALURAN 
Bagian Kesatu 

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran 
Pasal 2 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. 
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran 
dari Bupati dengan ketentuan: 
a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. 
b. Peraturan Desa mengenai APBDes; 
c. Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa oleh 

Bupati/W alikota. 
d. Surat Pengantar; dan 
e. Surat Pemyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran. 

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan 

Juni sebesar 40% (empat puluh persen); 
b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu 

keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); 
dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20°/ci (dua puluh 
persen). 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) 
tahap, dengan ketentuan: 
a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan 

Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh 

persen). 
(5) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan 

status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan 
ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa. 

Bagian Kedua 
Penyaluran Dana Desa kepada Desa 

Pasal 3 

( 1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima Dokumen 
Persyaratan Penyaluran dari Bupati dengan ketentuan : 
a. Tahap I berupa: 

1. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa 
kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala 
Badan, dengan dilampiri fotocopy Peraturan Desa 
mengenai APBDes; 

2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan 
direkomendasikan oleh Camat; 

3. Kepala Dinas memverifikasi besaran Dana Desa, dalam 
hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, 
maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi 
Penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar 
penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa; 



4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah 
terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan 
rekomendasi penyaluran kepada KPPN dengan dilampiri: 
a) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap desa; 
b) Peraturan Desa mengenai APBDes; 
c) Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; 
d) Surat Pengantar; dan 
e) Surat Pemyata-an Kebenaran Permintaan Penyaluran. 

5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan 
cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD; 

6. Setelah Dana Desa Masuk ke RKD, Desa menyampaiakan 
Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di 
RKD bermeterai cukup kepada Kepala KPPN dan Bupati. 

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan dengan ketentuan 
sebagai beriku t : 
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati 

melalui Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa dan Badan Keuangan Daerah secara berjenjang 
dengan dilampiri: 
a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya, dan 
b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa Tahap I rata-rata realisasi penyerapan 
paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan 
capaian keluaran paling sedikit sebesar 35% (tiga 
puluh lima persen). 

2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan 
direkomendasikan oleh Camat; 

3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian 
Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada 
RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi 
Penyaluran kepada BPKAD dengan dilampiri daftar 
penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa; 

4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah 
terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan 
rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan 
dilampiri: 
a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; 
b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa Tahap I denganrata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh 
persen) dan capaian keluaran paling sedikit sebesar 
35% (tiga puluh lima persen); 

c) Surat Pengantar; dan 
d) Surat Pernyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran. 

5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan 
cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan 

6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa 
menyampaiakan Lem bar Konfirmasi Penerimaan 
Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada 
Kepala KPPN dan Bupati. 

c. Penyaluran Dana Desa Tahap III dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati 

melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan secara 
berjenjang, dengan dilampiri: 



a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan 
puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan 
paling sedikit sebesar 75°/o (tujuh puluh lima persen); 
dan 

b) La.poran konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa Tahun Anggaran sebelumnya. 

2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan 
direkomendasikan oleh Camat; 

3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian 
Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada 
RKD, maka Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa 
menyampaikan rekomendasi penyaluran kepada Kepala 
Badan dengan dilampiri daftar penerima dan besaran 
alokasi masing-masing Desa; 

4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah 
terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan 
rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan 
dilampiri: 
a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

sampai dengan tahap II dengan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan 
puluh persen) dan capaian keluaran paling sedikit 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 

b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Kabu paten TahunAnggaansebelumnya; 

c) Surat Pengantar; dan 
d) Surat Pemyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran. 

5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan 
cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan 

6. Setelah Dana Desa Masukke RKD, Kepala Desa 
menyampaikan Lem bar Konfirmasi Penerimaan 
Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada 
Kepala KPPN dan Bupati. 

(2) Penyaluran Dana Desa untukDesa berstatus Desa Mandiri 
dilakukan dalam 2 (dua) tahap, setelah Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen 
persyaratan penyaluran dari Bupati dengan ketentuan: 
a. Tahap I berupa : 

1. Permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala Desa 
kepada Bupati melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala 
Badan secara berjenjang, dengan dilampiri fotocopy 
Peraturan Desa mengenai APBDes; 

2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan 
direkomendasikan oleh Camat; 

3. Kepala Dinas memverifikasi besaran Dana Desa, dalam 
hal persyaratan permohonan penyaluran telah terpenuhi, 
maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi 
penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar 
penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa; 

4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah 
terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan 
rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan 
dilampiri: 
a) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan 

penetapan rincian Dana Desa setiap desa. 
b) Peraturan Desa mengenai APBDes; 



c) Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa; 
d) Surat Pengantar; dan 
e) Surat Pemyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran. 

5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan 
cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKD; dan 

6. Setelah Dana Desa masuk ke RKD, maka Kepala Desa 
menyampaikan Lem bar Konfirmasi Penerimaan 
Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukupkepada 
KPPN dan Bupati. 

b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Permohonan penyaluran dari Kepala Desa kepada Bupati 

melalui Camat, Kepala Dinas dan Kepala Badan secara 
berjenjang, dengan dilampiri: 
a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; 
b) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

Dana Desa sampai dengan Tahap II dengan rata-rata 
realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% 
(sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75°/o 
(tujuh puluh lima persen); dan 

c) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa Tahun Anggaran sebelumnya. 

2. Dokumen permohonan penyaluran telah diverifikasi dan 
direkomendasikan oleh Camat; 

3. Setelah melakukan Rekam Penyerapan, Rekam Capaian 
Output, dan Lembar Konfirmasi Penerimaan Dana pada 
RKD, maka Kepala Dinas menyampaikan rekomendasi 
penyaluran kepada Kepala Badan dengan dilampiri daftar 
penerima dan besaran alokasi masing-masing Desa. 

4. Dalam hal persyaratan permohonan penyaluran telah 
terpenuhi, maka Kepala Badan menyampaikan 
rekomendasi penyaluran kepada Kepala KPPN dengan 
dilampiri: 
a) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 

sampai dengan Tahap II dengan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan 
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran paling 
sedikit sebesar 7 5% (tujuh puluh lima persen); 

b) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Kabupaten Tahun Anggaran sebelumnya; 

c) Surat Pengantar; dan 
d) Surat Pemyataan Kebenaran Permintaan Penyaluran. 

5. Kepala KPPN melakukan penyaluran Dana Desa dengan 
cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD; dan 

6. Setelah Dana Desa masuk di RKD, maka Kepala Desa 
menyampaiakan Lem bar Konfirmasi Penerimaan 
Penyaluran Dana Desa di RKD bermeterai cukup kepada 
Kepala KPPN dan Bupati. 

(3) Bupati menerbitkan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh Desa, dan 
wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan 
penyaluran Tahap I pertama kali. 

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran 
dari seluruh kegiatan. 



( 5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan 
sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat 
kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan 
capaian output. 

(6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang 
ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan dalam bentuk dokumen 
fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy). 

(8) Dokumen elektronik ( softcopy) se bagaimana dimaksud pada ayat 
(7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan. 

Pasal 4 

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan 
penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (2) sampai dengan berakhimya tahun anggaran, maka Dana 
Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN. 

(2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

BAB II 
PEDOMAAN PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 5 

( 1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan 
kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan dan 
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan 
oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang Desa. 

Pasal 6 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 
tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) setelah 
mendapatkan persetujuan Bupati. 

(2) Dalam membertkan persetujuan sebagaimana dimaksuct pada 
ayat (l)i Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk 
kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau 
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah 
terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa 
mengenai APBDes. 



BAB III 
PENGELOLAAN DANA DESA 

Pasal 7 

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dalam masa 1 (satu) tahun 
anggaran terhitung mulai i Januari sampai dengan 31 Desember 
pada tahun anggaran berjalan. 

Pasal 8 

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku 
lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 
dari masyarakat Desa setempat. 

Pasal 9 

( 1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 
(3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh 
kementerian teknis terkait. 

BAB IV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 10 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dana 
Desa. 

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Camat dan 
Inspektorat. 

(3) Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, 
pemantauan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa. 

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban 
dan pelaporan. 

(5) Pengawasan penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah. 

Pasal 11 

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas: 
a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau 
b. capaian keluaran Dana Desa. 

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Dinas. 

Pasal 12 

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka 
Kepala Dinas mengambil langkah sebagai berikut: 
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana 

Desa di RKD tersebut; dan/atau 
b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk melakukan 

pemeriksaan. 



BABV 
TIM KOORDINASI dan TIM FASILITASI 

Pasal 13 

(1) Di tingkat Kabupaten, dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 
tugas: 
a. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data, dan informasi 

mengenai Dana Desa; 
b. menyusun Peraturan Bupati tentang pengelolaan Dana Desa; 

dan 
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan 

Dana Desa secara berjenjang. 

Pasal 14 

( 1) Di tingkat Kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi yang ditetapkan 
dengan Keputusan Camat. 

(2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan 
susunan keanggotaan terdiri atas: 
a. Camat sebagai Ketua; 
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; 
c. Anggota paling banyak 5 (lima) orang, meliputi pejabat 

struktural Kecamatan dan Tenaga Pendamping profesional di 
Kecamatan. 

(3) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )mempunyai 
tugas: 
a. memverifikasi kelayakan permohonan penyaluran Dana Desa; 
b. melakukan pembinaan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

Dana Desa; 
c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan 

Dana Desa; 
d. melakukan pembinaan administrasi Keuangan Desa; 
e. melakukan Pembinaan, pengendalian, monitoring, dan 

evaluasi; dan 
f. memberikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten. 

Ketentuan mengenai: 

BABVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15 

a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana 
Desa; 

b. format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran 
sebelumnya; 

c. format suratpengantar; dan 
d. format lembar konfirmasi penerimaan yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka predikat 
kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
193/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Desa tetap diakui. 



(2) Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan penyaluran Dana Desa untuk Desa 
berstatus Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati ini. 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 
1. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan 
Tahun 2018 Nomor 12); 

2. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 34); dan 

3. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 2), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Ketentuan mengenai: 
1. Laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b; 
dan 

2. Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 3 ayat 
(2), 

mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021. 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Pamekasan. 

Diundangkan di Pamekasan 
pada tanggal 2 Januari 2020 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PAMEKASAN, 

TOTOK HARTONO 

Ditetapkan di Pamekasan 
pada tanggal 2 Januari 2020 

B I PAMEKASAN, 

,-
BADDRUT TAMAM 

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 8 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI 
NOMOR 8 TAHUN 2020 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN DANA DESA 

FORMAT LAPORAN REALISASJ PENYERAPAN' DAN CAPAIAN KELUARAAN DANA DESA 
LAPORAN REALISASl PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

TAHAP ............ TAHUN ANGGARAN .............. 

PEMERINTAH DESA ...................... 
KECAMATAN .................. 

KABUPATEN ............ 

PlUZU Desa Rp. . ........................ 

NOMOR URAIAN 
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALISASI SISA o/oCAPAIAN TENAGA DURASI UPAH 

KELUARAN KELUARAN PENGADAAN KELUARAN KERJA 

Rp. Rp. Rp. Orang Hari Rp 
1 2 3 4 5 6 7 8 = 6- 7 9 10 11 12 
1. PENDAPATAN 

1.2 Pendapatan Transfer 
1.2.1 Dana Desa 

- TAHAP PERTAMA 
- TAHAPKEDUA 
- TAHAP KETIGA 
JUIILAH PBND.APATAN 

2. BELANJA BANTIJAN KB DESA A 
2.1 Bidanc Penyeleagga,rau. Pemerintah1111. 
2.1.1 Kegiatan ............................................. 
2.1.2 dst. ..................................................... 
2.2 Bldang Pembanganan Desa 
2.2.1 Kegiatan ............................................. 
2.2.2 dst ...................................................... 
2.3 Biclang Pemberd.ayaan Jlaayarakat 
2.3.1 Kegiatan ................................................ 
2.3.2 dst ................................................... 
2.4 Blclang Pembin.aa11 Kemasyarakatan 
2.4.1 Kegiatan ............................................... 
2.4.2 dst ................................................... 
2.5 Bidang Tak Terd.uga. 
2.5.1 Kegiatan .............................................. 
2.5.2 dst ...................................................... 

JUMLAH 

KET 

13 



NOMOR URAIAN 
URAIAN VOLUME CARA ANGGARAN REALI SA SI SISA o/oCAPAIAN TENAGA 

DURASI UPAH KET 
KELUARAN KELUARAN PENGADAAN KELUARAN KERJA 

Rp. Rp. Rp. Orang 
1 2 3 4 5 6 7 B= 6- 7 9 10 11 12 13 

3.1.2 Penyertaan Modal Desa 
- Modal Awal Pengembangan Usaha 
- dst ......................................................... 

JUMLAH PEMBIAYAAN 

JUMLAH 
Rp. (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAA:N) 

Disetujui oleh, 
(desa), (tanggal, bulan, tahun) 

BENDAHARA DESA ........ KE PALA DESA .................... 

( ............................................... ) ( .............................................. ) 



PETUNJUK PENGISIAN 
LAPORAlf REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAlf KELUARAN DANA DESA 

Nomor Uraian 
1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes 
2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapata.n, belania dan oembiayaan yang men«nmm:~lcan Dana Desa 
3 Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan 
4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter 
5 Kolom 5 diisi dengan cara oengadaan. Misal : swakelola 
6 Kolom 6 diisi dengan iumlah ane:e:aran 
7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi 
8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara ane:e:aran dan realisasi 
9 Kolom 9 diisi dengan persenta.se capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut: 

a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto 
b. Kee:iatan non fisik dihitung dengan cara: 

- Penyelesaian kerta.s kerja/kerangka acuan kerja yang memuat lata.r belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, 
sebesar 30%; 

- Undangan pelaksanaan kegiata.n, daftar oeserta. pelatihan dan konfirmasi oengaiar, sebesar 50%; 
- Kegiatan telah terlaksana. sebesar 80%; dan 
- Laporan Pelaksanaan KeJ:!:iatan dan Foto, sebesar 100% 

10 Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang 
Pembangunan Desa. 

11 Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal: berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantita.s) 



A. FORMAT LAPORAll' KOIVERGENSI PERCEGABAll' STUNTING KAB/KOTA 

PROVDl'SI 
JUMLAH DESA/KEL 

LAPORAll' KOIVERGDSI PENCEGAIIAI STUNTINGTIRGKAT KABUPATD/KOTA 
TERBADAP SASARAR 1.000 BARI PERTAMA KEHIDUPAR (HPK) 

KABUPATD/KOTA: 
DESA/KELPADA KECAMATAI TAHUR: 

1.r"ii·-:-::-~:TFf?'r'f"f.,."!,""1r·~-·,...--~r.";",'t,·7'1,.,"E'Y.""r·r·1::za:1rr•~11';'1'1:!l:'.",";' rr1ir11,"'T1;1"::m1r~ 
'"'"""~"'- ~-,-~ Ni<tu.,....,..'WY..,""'""™ ,,;,,:,-,~\,i((_if,~l,.,,.f~n. ,.,,,,.~.,.✓..,,;c,-... ~...... "f ,,ui~~, ,\it; l'fil"lli>t.,.,...,i_"' ,2;,,_IB11-1 .,,.,,,;,t,.,."""'~"-.?•/\-kr.""1m<> ~ 

REKAPITULASI LAPORAN DESA JUMLAH TOTAL IBU HAMIL ANAK 0 - 23 BULAN 
SASARAN ~OTAL DES} JMLLAPORAN %LAPORAN RUMAH TANGGA 

TOTAL 
KEK/ 

TOTAL 
GIZI KURANG/ 

DALAM KAB TK. DESA TK.DESA 1.000 HPK RESTI GIZI BURUK/ STUNTING 
JUMLAH 

~ " ~ .. ~,-•-~-·ff"! "·•••~,-••-•-~"'"'""'~-,'-=1r'"-"'""'""T...,~""T~,'f'!!''1"'"''w'"..-,"\ii'f'!t~-
;, ~ ~~ ~- *:;; ' 'r J ~• "f i"" • ~ ,w ~ " ~ 

~ ,~ ~•"' ~~Jll!J/Il.'1J,~~<!lilll;~ ,!" ~°"'" •~~ 
REKAPITULASI LAPORAN DESA 

JUMLAH TOT AL ANAK HIJAU KUNING MERAH 
SASARAN rJ'OTAL DESP JMLLAPORAN %LAPORAN USIA 0 - 23 BULAN (NORMAL) (RESIKO STUNTING) (TERINDIKASI STUNTING) 

DALAMKAB TK.DESA TK.DESA 
JUMLAH 

SASARAN INDIAKTOR 

1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN 

2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARi 

3 
IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 
KALI 

4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI 
IBUBAIID, 

5 
IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH 
BULANAN 

6 
RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM 
AMAN 

7 RUMAH TANGGA !BU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK 

8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN 
1 ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENG KAP 
2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN 
3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN 

4 
ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI 
BULANAN 

AIAKUSIA 
KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ 

0-23BULAll 5 
(0-2 KURANG STUNTING 

RU MAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM TABUR) 6 AMAN 
7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK 
8 ANAK 0-2 TH JAMJNAN KESEHATAN 
9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR 

10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN 
(PAUD 

AIAK ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 
>2-6TAHU!f 80% 

*Diisimulaitahunkedua 

NO 

2 

BIDANG/KEGIATAN 

BIDANG PEMBANGUNAN DESA 

BIDANG PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

REKAPITULASI LAPORAN DESA 

TOTAL DESA JML LAPORAN % LAPORAN 
DALAM KAB TK. DESA TK. DESA 

REKAPITULASI 
LAPORAN DESA 

TOTAL JML % JUMLAH % 
DESA 

LAPORAN LAPORAN 
DALAM 

TK.DESA TK.DESA 
KAB 

KEGIATAN 
TOTAL 

ALOKASIDANA 
KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING 

ALOKASI DANA %(PERSEN) 



B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNI'ING TK. DESA 

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTINGTINGKAT DESA 
TERHADAP SASARAN 1.000 HARi PERTAMA KEHIDUPAN (HPKI 

KABUPATEN 
DESA 

KECAMATAN 
TAHUN 

JUMLAH TOTAL 
RUMAH TANGGA 

1.000 HPK 

ANAK O - 23 BULAN 
SASARAN 

JUMLAH 

SASARAN 

JUMLAH 

SASARAN 

IBU HAMIL 

ANAK USIA 
0-23 BULAN 
(0-2TAHUN) 

ANAK 
>2-6TAHUN 

NO 

1 
2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 

1 
2 
3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

TOfAL KEK/RESTI TOfAL 

JUMLAH TOTAL 
ANAK USIA O - 23 BULAN 

HIJAU 
(NORMAL) 

KUNING 
(RESIKO STUNTING) 

INDIAKTOR 

PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN 
MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARi 
IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI 
MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI 
mu HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULAN~ 
RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 

- ~·-

RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK 
MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN 

---

ANAK USIA< 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP 
DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN 
DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM St"fAHUN 

ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KON SELING GIZI BULANAN 

KUJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING 
RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN 
RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK 
ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN 
ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR 

10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) 

1 ANAK >2-6 TAHON AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% 

SASARAN 
JUMLAH INDIKATOR 

YANG DITERIMA SEHARUSNYA 
DITERIMA 

1 IBU HAMIL 
2 ANAK 0-23 BULAN 

TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA 

GIZI KURANG/ 
GIZI BURUK STUNTINi 

MERAH 
(TERINDIKASI STUNTING) 

JUMLAH % 

TINGKAT KONVERGENSI 

KEGIATAN 
NO BIDANG/KEGIATAN 

TOfAL 
ALOKASI DANA 

KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING 
ALOKASI DANA % PERSEN 

1 BIDANG PEMBANGUNAN DESA 
2 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 



C. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI 
REKENING KAS DESA 

Telah terima dari 

Untuk keperluan 

Dengan rincian 

TAHAP 

(2) 

(KOP SURAT) 

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa 
Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 
Kab/Kota ................................................................... (1) 

TANGGAL JUMLAH TERBILANG 
DITERIMA ( dengan h uruf) 

(3) (4) (5) 

Dana tersebuttelahditerimapada: 
Nomor Rekening ........................................................................... (6) 
Na.Illa Rekening ........................................................................... (7) 
Nama Bank ........................................................................... (8) 

.............................. , ta.nggal ............................ (9) 
································································· ....... (10) 

Materai 
R 6000 .............................. (11) p. . ,-

,._ ____ ___. .............................. (12) ~----



PETUNJUK PENGISIAN 
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA 

DI REKENING KAS DESA 

NOMOR 
( 1) 

(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
( 11) 
( 12) 

URAIAN ISIAN 
Diisinamakabupaten/kotapenerimapenyaluran dana 
hasilpemotongan Dana Desa 
Diisitahapanpenyaluran 
Diisitanggal dana diterima 
Diisijumlah dana yang diterima (dalamangka) 
Diisijumlah dana yang diterima (dalamhuruf) 
Diisinomorrekeningpenerima dana 
Diisinamarekeningpenerima dana 
Diisinama bank penerima dana 
Diisitempat, tanggal, bulan, tahunpembuatansurat 
Diisijabatanpenandatangan (kepalaDesa) 
Diisitandatangan (kepalaDesa) 
Diisinamapenandatangan (kepalaDesa) 

TI PAMEKASAN, 

BADDRUTTAMAM 


